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ABSTRAK

Setelah  berkembangnya perusahaan, para pemilik perusahaan
sadar akan adanya tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR
(corporate social responbility), CSR (corporate social responbility)
adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP
adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal
di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi,
selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat yang sesuai nilai,
norma, dan budaya setempat. Persoalan yang akan dijawab pada
penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad CSR
(corporate social responbility). Adapun objek dari penelitian ini adalah
akad CSR (corporate social responbility) yang terjadi antara PT Telkom
dengan pengelola TSP (Tanggung Jawab Sosial perusahaan), Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan dan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam menganalisa data,
peneliti menggunakan teknik  deksriptif dalam penelitian.  Teknik
pengumpulan data yang dibutuhkan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa praktik corporate social
responbility (CSR) yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana
Tanggung Jawab Sosial sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai
dengan akad hibah, rukun hibah yaitu ada empat: pertama, Orang yang
menghibahkan, kedua, Harta yang dihibahkan, Kketiga, Lafal hibah
keempat, Orang yang menerima hibah. Objek hibah pun ada bentuknya
yaitu uang tunai sebagai bentuk barang yang dihibahkan ini sesuai dengan
syarat dan rukun hibah sehingga pelaksanaan  corporate  social
responbility (CSR) sudah sesuai dengan syarat dan rukun hibah, dan juga
praktik corporate social responbility (CSR) dilakukan secara sukarela
oleh PT Telkom sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Kata-kata kunci : corporate social responbility (CSR), akad, hibah



MOTTO

Seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran apalagi dalam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan menjadi khalifah di
bumi.Tugas khalifah adalah memimpin, membuat aturan, dan bertanggungjawab
atas segala hal. Keberadaan manusia yang diiringi oleh manusia yang lain
menjadikan mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sebutan
zoonpoliticon ini kerap sekali menjadi hal yang maklum jika manusia saling
meminta dan memberi manfaat dengan yang lain. Dalam hal ini meminta atau
memberi manfaat dilakukan melalui kegiatan muamalah sehari-hari.Muamalah
adalah  hubungan antar sesama manusia untuk saling memenuhi
kebutuhannya.*Bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat
bergantung terhadap orang lain ini di implementasikan dalam bentuk perjanjian,
perikatan atau akad yang diantaranya adalah jual beli, hibah, ijarah dll.

Untuk melangsungkan hidupnya, manusia melakukan hubungan
kerjasama antar manusia dengan tujuan melangsungkan hidupnya. Barter
merupakan salah satu bentuk kerja sama untuk menukar makanan atau barang

lainnya demi keberlangsungan hidup.

! Huda Qomarul, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 1.



Setelah adanya sistem barter berkembanglah sistem perdagangan dengan
mata uang, lalu berkembang lagi menjadi sebuah usaha dan menjadi lebih
kompleks menjadi perusahaan. Perusahaan adalah usaha yang diorganisir sebagai
suatu kesatuan resmi, yang perusahaan ini berporos pada kegiatan perdagangan,
perusahaan sebagai sebuah usaha yang diorganisir sebagai kesatuan resmi yang
terpisah dari kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan para saham.

Setelah berkembangnya perusahaan, para pemilik perusahaan sadar akan
adanya tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR (corporate social
responbility), CSR (corporate social responbility) adalah sebuah pemikiran dari
H.R Bowen yang berpendapat bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban
untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau
melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai masyarakat.
Pendapat Bowen tersebut telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan
konsep tanggung jawab social (social responbility), berkembangnya konsep
tanggung jawab sosial di era tahun 1950-1960 tidak terlepas dari pemikiran para
pemimpin perusahaan yang mengindahkan prinsip derma (charity principle) dan
prinsip perwalian (stewardship principle).?

Sebagaimana ditekankan oleh Bowen, kewajiban atau tanggung jawab
social dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan (objectuves)

dan nilai-nilai (values) dari suatu masyarakat. Kedua hal yang telah disebutkan

%Solihin Ismail, Corporate Social Responbility From Charity to Sustainibility (Jakarta: Salemba
Empat, 2009), him. 8.



oleh Bowen, yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat
merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. Premis pertama, perusahaan
bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari
masyarakat.Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan cara yang digunakan
perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang
ditetapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah,
perusahaan memiliki kontrak sosial (social contract) yang berisi sejumlah hak
dan kewajiban. Kontrak sosial ini akan mengalami perubahan sejalan dengan
perubahan kondisi masyarakat. Namun, apapun perubahan yang terjadi, kontrak
sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini
pula akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesuaikan berbagai tujuan
perusahaan  dengan  tujuan-tujuan  masyarakat yang pelaksanaanya
dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan. Premis kedua yang
mendasari tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai
agen moral (moral agent) dalam suatu masyarakat.Pembuatan keputusan yang
dilakukan oleh pimpinan dengan posisi puncak diperusahaan senantiasa
melibatkan pertimbangan nilai atau mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh
managemen puncak. Oleh sebab itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang
dimiliki perusahaan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, perusahaan
harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Premis kedua ini memuat

dimensi etika dari tanggung jawab sosial.



Sedangkan yang dimaksud dengan para pemangku kepentingan sekunder
(secondary stakeholders) adalah orang-orang atau kelompok di dalam
masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh
berbagai aktivitas atau keputusan utama perusahaan, yang termasuk kategori
secondary stakeholders adalah :

1. Masyarakat secara umum (the general pubic)

2. Komunitas lokal (local comunity)

3. Pemerintah Pusat dan Daerah (federal state and local goverment)
4. Para Pemerintah Asing (forign goverments)

5. Kelompok aktivis media (social activist groups)

6. Media

7. Berbagai kelompok pendukung bisnis (bussines support groups)?

Kabupaten Purbalingga mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 28 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial. Yang
membahas tentang interaksi sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Dan
dalam bab I pasal 6 dijelaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan yang
selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan
penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan
yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat yang sesuai

nilai, norma, dan budaya setempat”.*

*Kartini Dwi, Corporate Social Responbility (Bandung: Refika Aditama, 2013), him. 9.
*Perda No 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Bab 1 Pasal 8



Perusahaan yang memberikan dana Tanggung Jawab Sosial kepada TSP
(tanggung jawab sosial perusahaan) ini yang menjadi objek kajian Figh. Figh
sendiri adalah konstruksi para mujtahid didasarkan pada pertimbangan
kemslahatan pada zamannya, sedang tujuan Ilmu Figh adalah mengetahui status
hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan
mukallaf.’Pada ilmu Figh sendiri memiliki banyak pembahasan akan tetapi pada
masalah ini akan berkaitan dengan bab Hibah.

Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki
zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan)®. Atau yang bermakna
“pemilikan tanpa penggantian.”

Syarat hibah menurut ulama Hanafiyah Wahib diharuskan memenuhi
syarat-syarat yaitu:

1. Merdeka

2. Berakal sehat

w

Dewasa (baligh)

e

Memiliki benda yang diberikan

Sedangkan rukun hibah menurut kitab alFigh ‘ala al-Mazahib al Arba’a
disebutkan bahwa:
1. Aqgid yaitu orang memberi dan orang yang diberi hibah

2. Mauhub barang yang diberikan atau harta

>Suwarijin, Ushul Figh (Yogyakarta: Teras, 2012), him. 9.
®Suhendi Hendi, Figh Muamalah (Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri,2016), him. 2010



3. ijab dan gabul.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang
telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya
paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta bendanya
kepada orang lain atau lembaga untuk dimiliki. Hibah dilakukan dihadapan dua
orang saksi dan harta yang dihibahkan merupakan hak milik dari si penghibah.
Warganegara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah
dihadapan Konsulat atau kedutaan Republik Indonesia ditempat mana ia berada
sepanjang isinya tidak bertentangan undang-undang.

Setiap barang yang boleh dijual, boleh dihibahkan, kedudukan suatu
hibah baru tetap apabila barang yang dihibahkan telat diterima. Hibah tidak dapat
ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya karena hibah dari orang
tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Waris. Suatu hibah yang
diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan
kematian, dapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab suatu hibah selain harus
mensyaratkan secara mutlak, tegas, dan terang, juga tidak boleh merugikan ahli
waris, bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah

tersebut harus dibatalkan’. Oleh karena itu bila ada suatu hibah yang merugikan

"Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976



ahli waris, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk
membatalkan hibah tersebut®.

Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dibutuhkan dana yang cukup besar, sumber itu diperoleh dari pajak
maupun hibah. Hibah yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah
daerah dituangkan dalam sebuah perjanjian, yang disebut perjanjian hibah
daerah.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:

=

Adanya pemberi dan penerima hibah
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah

3. Pemberian dengan Cuma Cuma

e

Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena
yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah
sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif, Salim HS berpendapat
bahwa perjanjian hibah adalah kontrak yang dibuat antara pemerintah atau pihak
lainnya sebagai pemberi hibah atau penerima hibah dengan pemerintah daerah,

baik sebagai pemberi hibah maupun sebagai penerima hibah, dimana pemberi

®Nasution Johan Bahder, Warjiyati Sri, Hukum Perdata Islam(Bandung:Mandar Maju,1997),
him. 62.



hibah aktif untuk berprestasi, sedangkan penerima hibah bersifat pasif, dan hibah
yang diterimanya tidak perlu dikembalikan.’

Landasan Yuridis perjanjian hibah daerah antara lain:

1. Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata

2. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Bentuk dan sumber hibah yang diserahkan oleh pemberi hibah atau
pemerintah kepada pemberi hibah telah ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan
pasal 6 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, hibah
menurut bentuknya dibagi menjadi tiga bentuk, yang meliputi:

1. Uang
2. Barang
3. Jasa

Sumber dana hibah yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah
daerah, yaitu bersumber dari APBN, ada tiga sumber dana dari APBN, meliputi:
1. Penerimaan dalam negeri
2. Hibah luar negeri

3. Pinjaman luar negeri

°Hs Salim, Hukum Kontrak (Jakarta:Cahaya Prima Sentosa,2015),him.35.



Para pihak yang terkait dalam perjanjian hibah daerah, yaitu pemberi
hibah dan penerima hibah, pemberi hibahnya yaitu pemerintah.Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun penerimanya, yaitu Pemerintah
Daerah. Pemerintah Daerah adalah
1. Gubernur
2. Bupati

3. Walikota

s

Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

Disamping itu, yang dapat menjadi subjek perjanjian hibah daerah, yaitu
Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dan pemberi hibah lainnya. Pemberi
hibah lainnya, meliputi:
1. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
2. Kelompok Masyarakat atau perorangan dalam Negeri

Walaupun Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penerima hibah,

namun Pemerintah daerah juga dapat berkedudukan sebagai pemberi hibah,
sedangkan penerima hibahnya, yaitu:
1. Pemerintah

2. Badan, lembaga, atau Organisasi dalam Negeri; dan/atau
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3. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.'

Oleh karena itu perusahaan sebagai manisfestasi dari sebuah organisasi
dalam negeri memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan hibah dalam negeri
salah satunya adalah PT Telkom Indonesia.

PT Telkom Indonesia (persero) tbk (Telkom) adalah badan usaha milik
negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dan Jaringan Telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham
mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%,
sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh Publik. Saham Telkom diperdagangkan
di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New york stock
exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.

Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication
company, TelkomGrup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented).
Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkomgrup menjadi
lean(ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi baru juga diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer

experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkomgrup bertumbuh dan

©1pid,.hIm 37.
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berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi,
namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi.**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responbilitydiatur
dalamPeraturan Pemerintah (PP) N0.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan perseroan terbatas, yang merupakan peraturan pelaksana dari
ketentuan Pasal 74 UU No.40/2007 tentang perseroan terbatas*?

Sejalan dengan hal tersebut, Telkom telah menetapkan kebijakan umum
pelaksaan CSR (corporate social responbility) melalui pemberlakuan peraturan
direksi No.PD.701.00/1.00/PR.000/COP-A3000000/2014 tanggal 14 Oktober
2014 tentang pengelolaan Telkom Corporate Responbility (Telkom CSR),
sehingga berdasarkan kebijakan umum tersebut program Telkom CSR (corporate
social responbility) dibagi menjadi Program Kemitraan (“PK”), program Bina
Lingkungan (BL) dan CSR Public Relation (“CSR PR”), yakni kegiatan di luar
PKBL tersebut.

Bentuk-bentuk CSR (corporate social responbility) pada PT Telkom
kantor wilayah Purbalingga diantaranya:
1. Pinjaman lunak

2. Bantuan sarana ibadah

1 https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html
diakses pada 12:06 pm

12 https:/www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stockdetail/kebijakan-csr.html diakses pada
12.07 pm


https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html%20diakses%20pada%2012:06
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html%20diakses%20pada%2012:06
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stockdetail/kebijakan-csr.html%20diakses%20pada%2012.07
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stockdetail/kebijakan-csr.html%20diakses%20pada%2012.07
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3. Bantuan lingkungan®®

Program yang terlaksana di periode 2018 hanya ada satu program
yaitu program bantuan sarana ibadah yang terlaksana di Masjid Nurul Huda
Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet pada bulan Agustus 2018.

Dengan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah
tersebut dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) ANTARA PT TELKOM
PURBALINGGA DENGAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (TSP).

B. Penegasan Istilah
1. Tinjauan Hukum Islam
Adapun yang dimaksud tinjauan Hukum Islam disini adalah ditinjau
berdasarkan Hukum yang berasal dari Agama Islam dalam pengertian dalil
yang bersumber dari Al-Qur’an, Al hadits dan pandangan Ulama Mazhab.
Seperti diuraikan di atas bahwa Hukum Islam merupakan istilah baru
dalam Khazanah keilmuan lIslam.Penggunaan istilah ini diperkirakan muncul
setelah adanya kontak budaya antara umat Islam dengan dunia barat.**
2. Corporate social responbility
Adalah tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku

kepentingannya.

B\Wawancara dengan Bapak Ekodi PT Telkom Cabang Purbalingga sebagai HRD pada Tanggal
14 Oktober 2018
“Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.), him.19.
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3. Tanggung jawab sosial perusahaan

Adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanamanan
modal didaerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang
serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan masyarakat sesuai nilai,
norma, dan budaya setempat.

Penulis memberikan batasan-batasan istilah terhadap penulisan skripsi
ini yang penulis beri berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad
corporate social responbility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga
dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)*

supaya tidak terlalu luas dalam pembahasanya serta tidak terjadi
kesalahpahaman mengenai judul pembahasan skripsi tersebut sehingga
penulis mengkerucutkan kajian skripsi berdasarkan tinjauan Hukum Islam
terhadap akad corporate social responbility (CSR) antara PT Telkom
Purbalingga dengan pengelola tanggung jawab sosial perusahaan (TSP).

. Rumusan Masalah
Dari uraian yang telah di sampaikan di atas maka permasalahan yang ada
pada skripsi ini adalah:
1. Bagaimana praktik CSR di PT Telkom Purbalingga
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad corporate social
responbility(CSR) antara PT Telkom dengan pengelola tanggung jawab social
. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
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Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahuitinjauan Hukum Islam
terhadap akad corporate social responbility (CSR) antara PT Telkom
Purbalingga dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) .

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teroritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui perspektif
Hukum Islam tentang hibah secara CSR (corporate social responbility)
dalam akad hibahpada perusahaan dan TSP (tanggung jawab sosial
perusahaan).

b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada masyarakat secara umum hukum hibah secara CSR
(corporate social responbility)

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis mengenai
keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya
dengan penelitian terhadap arti pentingnya landasan penelitian. Yang membahas
tentang CSR diantaranya penelitian oleh Akmal Lageranna yang membahas
tentang “pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responbility CSR) pada Perusahaan Industri rokok pada PT Djarum Kudus, Jawa

Tengah™®

Y Akmal Lageranna. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR (corporate social
responbiity) pada Perusahaan Industri rokok. Skripsi. (Makassar : Jurusan llmu Hukum Universitas
Hasanuddin, 2015). Diambil dari http : // repository.unhas.ac.id/handle/123456789/15652 diakses pada
tanggal 9 September 2017. Jam 09.00 WIB.
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Suhendi Hendidalam bukunya Fikih Muamalah menjelaskan mengenai
hibahadalah pemberiansesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa
mengharapkan penggantian.*®

Kartini Dwi dalam bukunyaCorporate Social Responbility, Menjelaskan
bahwa perusahaan itu wajibmelaksanakan Corporate Social Responbilitysebagai

bentuk tanggung jawab sosial*’.

. Sistematika Pembahasan

Upaya yang ditempuh penulis untuk mendapatkan gambaran secara umum
dan runtun agar mudah di pahami, maka dalam pembahasan penyusunan skripsi
ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

Bab | meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka,
Sistematika Pembahasan.

Bab Il merupakan landasan teori tentangAkad yang meliputi beberapa sub
bab pembahasan: pertama Pengertian Akad,keduatentangKetentuan Akad, ketiga
tentang Macam-Macam Akad.

Bab I11 berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data dan teknik analis data.

18Suhendi Hendi, Figh Muamalah(Jakarta:Fajar Inter Pratama Mandiri,2016), him. 215
YKartini Dwi, Corporate Social Responbility(Bandung, Refika Aditama, 2013), him. 9.
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Bab IV berisi data hasil penelitian dan analisis terdiri dari dua sub pertama
penyajian data pelaksanaan CSR (corporate social responbility) pada PT Telkom
Purbalingga, yang kedua tentang analisis hukum CSR (corporate social
responbility).

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran, terakhir kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktek corporate

social responbility (CSR), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Praktik corporate social responbility (CSR) yang melibatkan PT
Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP),
pemberi dan penerima di atas sudah cakap hukum (dewasa), berakal,
balig dan berkemampuan memilih. /jab dan gabiil dapat dipahami dan
diterima oleh kedua belah pihak dan juga tidak adanya paksaan dari
pihak lain dalam pelaksanaan corporate social responbility (CSR)
sehingga pelaksanaan corporate social responbility (CSR) tersebut
murni diberikan oleh PT Telkom untuk pengelola dana Tanggung Jawab
Sosial.. Demikian Praktik corporate social responbility (CSR) yang
melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial
(TSP) hukumnya sah dan diperbolehkan.

Praktik corporate social responbility (CSR) yang melibatkan PT
Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP) sudah
sesuai dengan akad hibah berdasarkan syarat dan rukunnya. Secara
rukun vyaitu adanya pihak yang berakad, Sigar akad (pernyataan
kehendak), Obyek akad, Tujuan akad. Dalam pelaksanaanya semua

prinsip hibah tersebut sudah ada yaitu: pihak PT Telkom dan harta yang

84



dihibahkan yaitu dalam bentuk uang tunai dan juga adanya pernyataan
pemberian dan yang terakhir adalah pihak pengelola Tanggung Jawab
Sosial (TSP) sebagai pihak penerima dana corporate social responbility

(CSR).

84
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